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"Kami telah menerima lang-

sung Instruksi Mendagri No

14/2021 tentang PPKM Mikro.

DIY akan meneruskan lang-

sung ke masyarakat terkait

sejumlah poin penting instruk-

si tersebut, dengan menam-

bahkannya dalam Instruksi

Gubernur DIY yang sebelum-

nya telah diterbitkan. Dengan

adanya instruksi tersebut,

akan ada pembaruan aturan.

Mulai dari perkantoran yang

berada di zona merah hanya

diperbolehkan masuk secara

luring 25 persen dan zona

oranye 50 persen dari jumlah

pegawai," kata Sekda DIY.

Baskara Aji mengatakan,

penegakan prokes menjadi

suatu keharusan yang wajib

dilaksanakan sebaik-baiknya.

Penegakan aturan itu harus

dilaksanakan di semua tem-

pat termasuk pusat perbelan-

jaan maksimal 25 persen dan

wajib tutup pukul 20.00 WIB.

Sedangkan untuk restoran,

kafe dan sejenisnya, untuk

makan di tempat hanya diper-

bolehkan 25 persen dan pe-

san-antar maksimal pukul

20.00 WIB. Jadi berbeda de-

ngan Instruksi Gubernur DIY

sebelumnya yang memper-

bolehkan buka hingga pukul

21.00 WIB. Adapun untuk

kegiatan sosial kemasya-

rakatan di zona merah seperti

hajatan dilarang. Begitu pula

untuk sekolah di zona merah

harus digelar daring secara

penuh, untuk zona oranye dan

kuning maksimal masuk 25

persen atau dua kali dalam

sepekan (2 jam perharinya).

Namun untuk detailnya nanti

akan dibahas lebih lanjut.

"Kalau untuk penentuan

persentase zona diserahkan

ke kabupaten dan kota.

Adapun penentuannya bisa

menggunakan dasar zona RT

dan RW serta dasar zonasi

risiko penularan," ujarnya.

Angka kasus Covid-19 di

DIY mencetak penambahan

harian tertinggi mencapai 675

kasus pada Selasa (22/6).

Dinas Kesehatan (Dinkes)

Kabupaten/Kota dan Rumah

Sakit (RS) Rujukan Covid-19

di DIY melaporkan, lonjakan

kasus ini menjadikan total

jumlah kasus menjadi

53.978. 

Menurut Kabag Humas Biro

Umum, Humas dan Protokol

Setda DIY Ditya Nanaryo Aji,

kasus sembuh bertambah

260 menjadi 46.113 kasus.

Sedangkan kasus meninggal

bertambah 15 menjadi 1.394

kasus.

Keterisian tempat tidur atau

bed occupancy ratio (BOR)

RS Rujukan di DIY total men-

capai 72,04 persen dengan

rincian BOR Isolasi 73,6 per-

sen dan BOR ICU 62,1

persen.

Wakil Ketua DPRD DIY

Huda Tri Yudiana menyata-

kan, kondisi DIY saat ini dalam

status genting dan paling

berbahaya selama pandemi

Covid-19. Mengingat kasus

positif hariannya selalu di atas

600 dan belum dapat terk-

endali dengan baik. 

"Dalam empat hari saja su-

dah lebih dari 2.400 kasus

positif baru. Tapi kondisi seny-

atanya saya yakin jauh lebih

banyak. Karena belum terma-

suk yang tes antigen. Belum

lagi orang tidak bergejala dan

yang sakit tidak melapor, jum-

lahnya mungkin sekian kali li-

pat," katanya. 

Angka kematian harian juga

semakin tinggi. Pihaknya

meyakini angka riilnya lebih

dari itu. Karena Huda meng-

aku mendapatkan laporan,

ada juga warga yang sedang

isolasi mandiri lalu meninggal

dunia. Dan tentu hal seperti ini

tidak tercatat.

Menurutnya, kondisi saat ini

paling berbahaya sejak awal

masa pandemi, sehingga se-

mua harus ekstra hati hati dan

wajib prokes ketat. 

Mengenai keputusan

Gubernur DIY yang tidak me-

lakukan lock down, pihaknya

sangat menghormati. "Karena

memang berbagai kondisi

Pemda yang tidak memu-

ngkinkan. Terutama kondisi

keuangan APBD dan Danais.

Saat ini APBD sangat tergerus

habis untuk penanganan ke-

sehatan, vaksinasi dan mem-

pertahankan ekonomi ber-

jalan," urainya.

Secara aturan, jika dipu-

tuskan Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) harus

ada kompensasi warga yang

dilarang keluar rumah. Dan itu

memang tidak ada uangnya.

Untuk itu pihaknya sangat

memahami dan menghormati

hal tersebut.

Hanya saja pihaknya berha-

rap, saat ini tetap ada pemba-

tasan pergerakan manusia

secara ketat. Aparat kea-

manan dimohon bantuannya

untuk membantu penertiban

prokes di tempat tempat

umum, wisata, maupun ber-

bagai tempat potensi kerumu-

nan.

"Kabupaten/kota yang me-

miliki kewenangan dan wila-

yah pengaturan mohon proak-

tif membuat shelter, mengak-

tifkan Jaga Warga dan semua

tindakan yang bisa menurun-

kan segera Covid-19. Warga

mohon saling menjaga,

menahan diri jangan perte-

muan dulu," pesannya.

Anggota Pansus Pelak-

sanaan Penanganan dan

Vaksinasi Covid-19 DPRD

Kota Yogyakarta Nurcahyo

Nugroho meminta Pemkot

Yogyakarta untuk segera

menyiapkan tambahan ka-

mar dan juga shelter. Hal itu

lantaran kapasitas rumah

sakit di RSUD Yogya dan

Pratama sudah hampir 90

persen terpenuhi pasien

Covid-19.

(Jon/Ria/Ira/Awh/Dev)-d
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Di samping itu, akhir-akhir ini juga mulai

santer diperbincangkan di ruang publik

wacana kepemimpinan Jokowi 3 periode.

Meskipun Jokowi sudah menolak tegas

wacana tersebut, namun tidak demikian

dengan para simpatisan  akar rumput.

Mereka masih memandang Jokowi layak

untuk meneruskan kepemimpinannya. 

Hangatnya isu politik juga didukung

berbagai rilis lembaga survei yang mema-

parkan hasil surveinya. Setidaknya ada

beberapa nama yang memiliki elektabili-

tas cukup tinggi.  Anies Baswedan, Gan-

jar Pranowo, Ridwan Kamil, Prabowo

Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono

(AHY), Tri Rismaharani, dan Sandiaga

Salahudin Uno.

Keberadaan lembaga survei meru-

pakan keniscayaan dalam kontestasi poli-

tik dan dewasa ini partai politik mulai me-

nggandeng lembaga survei untuk men-

gukur tingkat popularitas dan elektabilitas-

nya. 

Perang statistik antarlembaga survei di-

pastikan menjadi informasi bagi publik un-

tuk melihat sampai sejauh mana per-

kembangan politik yang terjadi. Di saat

yang bersamaan, data infografis dari lem-

baga survei menjadi rujukan bagi publik

untuk mulai menentukan preferensi poli-

tik, terutama di kalangan pemilih pemula.

Karena itu, keberadaan data statistik yang

disuguhkan lembaga survei harus benar-

benar bisa dipertanggungjawabkan se-

cara metodologis. 

Lembaga survei harus diterima seba-

gai bagian dari pembentukan arah

demokrasi. Namun publik juga harus

bertindak kritis jika lembaga-lembaga

survei disinyalir tidak melakukan aktivitas-

nya secara transparan, akuntabel, dan

kredibel. Lembaga survei diibaratkan se-

bagai peramal politik yang selalu dicari

setiap partai politik untuk melihat dan

mengukur, sampai sejauh mana tingkat

elektabilitas pasangan calon presiden

yang diusung. Sangat disesalkan, jika

ada partai politik bermain mata dengan

lembaga survei melalui manipulasi data

demi menarik simpati publik. 

Dalam beberapa kasus, muncul ke-

khawatiran atas hasil survei yang dirilis

lembaga survei. Inti penolakan publik seti-

daknya ada 2 (dua) hal. Pertama, tidak

adanya transparansi atas metode peneli-

tian yang dilakukan. Mulai dari  sampling

sebaran wilayah, sampling responden,

maupun metode analisa data yang di-

pakai. Kedua, persoalan objektivitas anal-

isis hasil survei yang dipaparkan ke pu-

blik. Jika survei yang dilakukan meru-

pakan pesanan dari salah satu parpol

maka derajat objektivitas akan diper-

tanyakan, di sinilah politisasi survei

bermain. Makanya penting ke depan, par-

tai politik yang menggandeng (membi-

ayai) lembaga survei harus menyam-

paikan secara terbuka kepada publik.

Lembaga survei sudah sepatutnya

berdiri sebagai rekan bagi masyarakat

untuk memberikan edukasi serta infor-

masi yang benar-benar aktual, akurat,

dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aktivitas ilmiah selalu berbicara mengenai

fakta dan fakta inilah yang semestinya di-

terima  masyarakat sebagai informasi

yang mendidik dan mencerahkan. Pada

proses inilah hasil survei akan dimaknai

sebagai edukasi politik bagi publik.

Saat ini publik membutuhkan asupan

informasi yang berimbang dan mampu

menggugah daya pikir untuk bersikap

dan berperilaku kritis. Situasi tersebut pa-

da akhirnya nanti akan mendorong tercip-

tanya iklim demokrasi yang lebih kon-

dusif, cerdas, dan produktif. Adapun un-

tuk mendorong agar lembaga survei

menjadi partner bagi masyarakat setidak-

nya ada 3 (tiga) hal yang bisa dilakukan.

Pertama, lembaga survei hendaknya

berdiri secara independen dan tidak

berpihak pada salah satu kepentingan

politik manapun, demi membangun ke-

percayaan publik. Kedua, transparansi

metodologis atas aktivitas survei, sehing-

ga masyarakat dapat memberikan kritik

maupun masukan secara objektif. Ketiga,

lembaga survei hendaknya menjadi ban-

dul penyeimbang dan jembatan komuni-

kasi antara masyarakat dengan elite poli-

tik. Agar informasi yang diterima benar-

benar akurat dan faktual. 

(Penulis adalah Peneliti Sosial Politik

PSP UGM dan Tenaga Ahli DPRD

Kabupaten Sleman)-d
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Tidak mungkin petugas berpatroli selama

24 jam di wilayah Bantul yang dihuni seti-

daknya 1 juta penduduk ini.  Karena itu, pe-

merintah di level Kalurahan, Padukuhan

bersama masyarakat ini menjadi kunci ke-

sadaran itu bisa muncul.

"Sosialisasi Pak Lurah dan Pak Dukuh

sampai level Kalurahan menjadi bagian

yang penting guna memunculkan ke-

sadaran masyarakat. Protokol kesehatan

5M itu ya untuk kepentingan semuanya,

kepentingan kita bukan pemerintah. Kita ti-

dak mau korban berjatuhan karena sudah

ada lebih dari 2.500 warga Bantul terpapar

Covid-19 dan Rumah Sakit (RS)

Panembahan Senopati sudah penuh,"

terangnya.

Lebih lanjut, Halim mengungkapkan ti-

dak hanya ketersediaan tempat tidur di RS

yang penuh, bahkan lima shelter di Bantul

sudah penuh semua. Kemudian 16 shelter

Kalurahan dari 75 Kalurahan yang ada di

Bantul masih diupayakan berdiri karena

paparan Covid-19 sangat tinggi mencapai

200 hingga 300 kasus perhari. Jika melihat

tren penambahan kasus Covid-19 yang

sangat signifikan ini, maka isolasi mandiri

itu juga sangat ditekankan dan dilakukan

benar-benar.

"Kita tidak bisa mengandalkan RS dan

shelter karena jelas tidak akan memenuhi.

Dari 2.500 kasus Covid-19 di Bantul,

mayoritas isolasi mandiri di rumah masing-

masing. Jadi sudah sangatlah perlu ke-

sadaran masyarakat untuk dihadapi se-

cara bergotong royong dengan kesadaran

penuh virus Korona musuh bersama, se-

bab pemerintah sudah tidak bisa mena-

ngani sendiri baik secara personal mau-

pun anggaran," tandasnya.

Bupati Bantul ini menambahkan

berbagai langkah dan upaya baik per-

suasif seperti kampanye mendisiplinkan

diri protokol kesehatan 5M hingga represif

sudah dilakukan antara lain membubarkan

beberapa kegiatan. Di samping itu, pihak-

nya telah melakukan pengetatan dengan

meminimalisasi kedatangan orang luar

DIY seperti menutup wisata Pantai

Parangtritis hari Sabtu dan Minggu agar

mencegah kerumunan.

"Mari kita hadapi dan lawan Covid-19 ini

bersama-sama dan bergotong royong,"

ujar Halim. 

Sementara itu Epidemiolog UGM, Dr

Riris Andono Ahmad menyatakan, secara

teknis untuk memotong mata rantai penu-

laran termasuk yang ada di zona merah

harus dilakukan dengan mengendalikan

mobilitas masyarakat. Sehingga

penyadaran kepada masyarakat di level

bawah penting, karena yang menjadi kunci

untuk menurunkan kasus semua harus

terlibat. Sehingga butuh sinergitas semua

kabupaten/kota, karena antarkabupaten

kota selalu ada interaksinya. Konsekuensi

dari itu bagi mereka yang berada di zona

merah pengawasan mobilitasnya harus

lebih diperketat, dibandingkan zona kuning

dan zona hijau.

"Guna mengendalikan penularan Covid-

19, Pemda DIY harus mampu melakukan

pembatasan mobilitas terhadap 70 persen

populasi penduduknya. Langkah itu dinilai

efektif untuk menangani pandemi Covid-

19 di suatu wilayah,"ujar Riris.

Lebih lanjut Riris mengungkapkan, un-

tuk menekan kasus yang terjadi di zona

merah intinya lebih pada pembatasan mo-

bilitas. Karena penularan kasus yang terja-

di akan bisa dilakukan dengan membatasi

mobilitas. Karena peningkatan kasus atau

penularan seperti yang saat ini terjadi ber-

kaitan dengan mobilitas yang tinggi.

Apabila mobilitas dapat dikendalikan,

otomatis jumlah penambahan kasus dapat

ditekan. Agar pembatasan  berjalan efektif,

ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan.

Pertama masyarakat perlu menghindari

kegiatan yang melibatkan kerumunan.

Karena virus akan kesulitan mencari

inangnya.  

"Upaya pengendalian mobilitas tersebut

sebenarnya serupa dengan konsep keke-

balan kelompok atau herd immunity dalam

vaksinasi. Kekebalan kelompok meru-

pakan suatu bentuk perlindungan tidak

langsung dari penyakit menular yang terja-

di ketika sebagian besar populasi menjadi

kebal terhadap infeksi. Karena banyak

penduduk yang tervaksin, virus menjadi

sulit untuk menular,"terangnya.  (Ira/Ria) -d

"Kita harus 'lila legawa' dengan menyadari,

sedikit kelengahan bisa memperparah

dampak pageblug," ujarnya.

Ditambahkannya, pemerintah selama ini

sebenarnya telah melakukan berbagai upa-

ya penanganan Covid-19. Mulai dari per-

cepatan vaksinasi dalam semua jenjang

usia, aktivasi karantina dan isolasi di

Kabupaten dan Kota. Selain itu peningkat-

an kapasitas rumah sakit untuk ruang pera-

watan Covid-19, peningkatan operasi

gabungan penegakan hukum protokol ke-

sehatan.

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe

Purwadi menyampaikan Pemkot Yogya-

karta sebenarnya sudah mengajak keterli-

batan masyarakat sejak awal strategi mela-

wan Covid-19 di awal pandemi tahun lalu.

Karena pengalaman, Yogyakarta bisa

bangkit lebih cepat dan pulih kembali ketika

bencana gempa bumi karena keterlibatan

masyarakat dalam mengatasi permasalah-

an.

"Ketika pemerintah masih menyiapkan

perubahan penggunaan anggaran APBD

yang sudah di sahkan dan agar bisa dis-

esuaikan dengan kondisi darurat di masa

pandemi, masyarakat sudah ikut terlibat

mengatasi. Seperti penyediaan tempat cuci

tangan dengan sabun, melakukan penyem-

protan disinfektan, pemberian bantuan

sembako, pangan, shelter dan sebagainya

dilakukan oleh masyarakat," paparnya.

Heroe menyatakan bahkan dalam 3 bu-

lan pertama kasus Covid-19 mencuat dan

masih stay at home, dana dari masyarakat

untuk masyarakat mencapai Rp 7,8 miliar.

Hasilnya sepanjang lima bulan sampai Juli

2020, kasus di Yogyakarta sangat rendah

dan sempat diapresiasi Presiden Joko

Widodo sebagai wilayah yang pelaksanaan

protokol kesehatannya terbaik. Sebelum

akhirnya menuju normal baru dan akhirnya

mengerek kasus menjadi sangat tinggi

sampai Januari 2021 lalu.

"Ajakan untuk memperketat pelak-

sanaan protokol kesehatan demi menekan

sebaran virus Korona dengan keterlibatan

masyarakat akan sangat efektif. Keter-

libatan masyarakat itu bisa mengontrol

sampai ke rumah-rumah warga seperti

penyemprotan disinfektan dari masyarakat

bisa masuk ke rumah-rumah. Langkah

tersebutlah yang di kembangkan menjadi

PPKM sejak Januari 2021 yang lalu sampai

sekarang," ungkapnya.

Menurut Heroe, keterlibatan masyarakat

Kota Yogyakarta untuk ikut menekan per-

tumbuhan kasus Covid-19 masih cukup

tinggi. Ketaatan menjalankan protokol kese-

hatan, menggunakan masker juga cukup

tinggi yang dapat dilihat jika berjalan-jalan di

kota Yogyakarta akan banyak menemui

orang memakai masker.  Posko-posko

yang sudah dibuat sejak Januari lalu dan

melakukan optimalisasi pengawasan atau

monitoring manakala di wilayahnya ada ka-

sus. Dengan adanya peningkatan kasus

Covid-19 saat ini, maka semua ditingkatkan

aktivitasnya, seperti ketika kasus pandemi

awalnya terjadi. 

"Ngarsa Dalem mengajak kita semua un-

tuk tidak lengah dan terus melakukan upa-

ya untuk mencegah sebaran virus Korona.

Karena tidak mungkin bisa diatasi jika tidak

bersama-bersama masyarakat mulai

pengetatan protokol kesehatan, penjagaan

aktifitas di kampung-kampung harus meli-

batkan masyarakat sehingga ini menyang-

kut kepentingan bersama," pungkasnya. 

(Ria/Ira)-f

Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga (Disdikpora) DIY. Ia diperiksa sebagai

saksi dalam penyidikan kasus tersebut. Pe-

meriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jakarta. 

Kendati demikian, KPK saat ini belum bisa

memberikan informasi spesifik siapa saja pi-

hak-pihak yang telah ditetapkan sebagai ter-

sangka. Sebagaimana kebijakan Pimpinan

KPK, pengumuman penetapan tersangka

akan dilakukan bersamaan dengan upaya pak-

sa penangkapan atau penahanan para ter-

sangka tersebut.

KPK juga telah menggeledah di beberapa

lokasi dalam penyidikan kasus tersebut seperti

Kantor Disdikpora DIY serta Badan Pemuda

dan Olahraga DIY. Tim penyidik KPK meng-

amankan dokumen yang terkait dengan kasus

dalam penggeledahan tersebut.

Ali mengatakan, tim penyidik KPK saat ini se-

dang mendalami proses awal penyusunan

dokumen terkait proyek pembangunan stadion

Mandala Krida pada tahun 2016 sampai 2017.

Selain itu, penyidik masih melakukan kegiatan

dan mengumpulkan sejumlah bukti atas

dugaan korupsi proyek stadion Mandala Krida.

"Pada waktunya nanti akan kami sampaikan

siapa saja yang telah ditetapkan sebagai ter-

sangka," tandas Ali. (Ful)-f

Skotlandia pada Sabtu di Wembley. "Chilwell

dan Mount harus melakukan isolasi dan berlatih

secara individu di area pribadi di markas latihan

Inggris St George's Park, dengan anggota skuat

lainnya kembali ke sana setelah pertandingan

malam ini melawan Republik Ceko di Wembley,"

kata Federasi Sepakbola Inggris (FA) dalam se-

buah pernyataannya, Selasa (22/6).

Dikemukakan, tim  akan terus mengikuti se-

mua protokol Covid-19 dan aturan pengujian

UEFA, sambil tetap berhubungan dekat de-

ngan badan Kesehatan Publik Inggris. Mason

Mount telah dua kali tampil sebagai starter un-

tuk Inggris di Euro 2020, sedangkan bek kiri

Chilwell belum tampil. Inggris mengatakan

seluruh skuat dan staf mereka telah menjalani

serangkaian tes pada Selasa dan semuanya

dinyatakan negatif Covid-19. Ditambahkan

tes lebih lanjut akan dilakukan bila diperlukan. 

(Ant)-d


